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ABSTRAK 

 

Dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, Notaris 

dan PPAT merupakan profesi yang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Namun 

dalam prakteknya ada beberapa oknum Notaris dan PPAT sering melakukan hal-

hal yang melanggar kode etik notaris yang merugikan dirinya sendiri, hal itu 

disebabkan oleh kepentingan diri sendiri ataupun kepentingan para pihak. Salah 

satunya yaitu Notaris dan PPAT menerima penitipan sertifikat hak atas tanah dari 

para pihak yang akan membuat perjanjian utang piutang, sertifikat hak atas tanah 

tersebut dijadikan jaminan yang dituangkan dalam perjanjian tersebut. Akibat dari 

menerima titipan sertifikat hak atas tersebut, tidak jarang Notaris dan PPAT yang 

terlibat kasus hukum. Perumusan masalah ini bertujuan untuk menganalisa status 

penitipan sertifikat hak atas tanah menurut Undang-undang Jabatan Notaris, Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana, dan Kode Etik Notaris dan menemukan bentuk 

keadilan berdasarkan prinsip kemanfaatan hukum bagi Notaris dan PPAT dalam 

tindakan penitipan sertifikat hak atas tanah tanpa dasar hukum. Metode yang 

digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, 

pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Disimpulkan bahwa Notaris dan PPAT 

dimungkinkan untuk diputus bebas dari tindak pidana penggelapan berdasarkan 

tidak adanya peraturan yang jelas terkait penitipan sertifikat hak atas tanah yang 

diatur dalam perundang-undangan dan demi kemanfaatan mayoritas Notaris dan 

PPAT Indonesia. 
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